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Abstrak 
Peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat pengabdian dan penyesuaian ijazah yang diperoleh. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah Pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan apakah kendala-kendala dalam kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya pengkajian dalam penelitian ini didasarkan pada falsafah hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang berlaku berkaitan dengan pengaturan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil berdasarkan penyesuaian ijazah. Penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penyesuaian ijazah, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi daripada ijazah yang dipergunakan sewaktu melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai contoh calon Pegawai Negeri Sipil pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berijazah SMA/SLTA, dengan pangkat/golongan II/a, setelah + 5 tahun kerja memperoleh ijazah S1, kalau disesuaikan ijazahnya menjadilah Pegawai Negeri Sipil tersebut pangkat/golongan III/a. Untuk memperoleh pangkat/golongan pegawai negeri sipil yang lebih tinggi/atau setingkat lebih tinggi dari pangkat/golongan sebelumnya dapat dilaksanakan apabila ijazah yang diperoleh sesuai dengan Job kerja  yang ditempati oleh pegawai negeri sipil tersebut, ada formasi di tempat tersebut, memiliki ijin belajar bagi yang melanjutkan pendidikan dan telah dipenuhinya masa kerja minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.
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Abstract
The ability of the Civil Servants can be improved, one of which is through promotion according to the level of service and adjustment of the diploma obtained. In the general explanation of Government Regulation Number 12 of 2002 concerning Amendments to Government Regulation Number 99 of 2000 concerning Promotion of Civil Servants explained the promotion is an award given for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to the State. in addition, promotion is also intended as an encouragement to Civil Servants to further improve their work performance and service. Based on the background of the problem, the formulation of the problem in this study is as follows: how to regulate the promotion of Civil Servants based on diploma adjustments in accordance with Government Regulation Number 12 of 2002 concerning Promotion of Civil Servants and whether constraints in promotion through diploma adjustment are appropriate with Government Regulation Number 12 of 2002 concerning Promotion of Civil Servants.
The type of research used in this study is normative legal research, meaning that the study in this study is based on legal philosophy, legal principles, and applicable legal norms relating to the regulation of promotion of civil servants based on diploma adjustments. This research used a statute approach, a historical approach and a conceptual approach.
The conclusion of this study is the regulation of the promotion of Civil Servants based on diploma adjustments, given to Civil Servants who obtain Higher Learning Certificates / Diplomas that are higher than the diplomas used when applying to become Civil Servants. For example, candidates for Civil Servants when appointed as high school / senior high school civil servants, with rank / class II / a, after + 5 years of work obtain a S1 diploma, if adjusted for the diploma be the rank / class III / a Civil Servants. To obtain a higher rank / class of civil servants / or a level higher than the previous rank / class can be carried out if the diploma obtained is in accordance with the Job Job occupied by the civil servant, there is a formation in that place, has permission to study for those who continuing education and having fulfilled a minimum of 3 (three) years in service.
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1. PENDAHULUAN

Kedudukan dan Peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan Nasional seperti dimaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutkan disebut UUD 1945 ialah melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara, dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Usaha mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. 

Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu perlu diadakan pembinaan dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri sebagai perorangan. Apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri itu sebagai perorangan maka kepentingan dinaslah yang diutamakan.

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan pengaturan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Negeri Tentara Nasional Indonesia. Dengan pengaturan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri baik sipil maupun militer atau yang berada di daerah. Dengan adanya keseragaman peraturan ini maka disamping memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat juga diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap Pegawai Negeri.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri secara Nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
Sebagai landasan pengaturan tentang kepegawaian antara lain masalah kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yakni Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah Undang-undang yang merubah dan menambah Undang-undang Pokok Kepegawaian yang lama, yang dirasakan kurang lengkap dan tidak memenuhi lagi kebutuhan pengaturan bidang kepegawaian sekarang ini.
Kalau dilihat dari jenis dan kedudukan Pegawai Negeri dapat digolongkan menjadi 2 (dua). Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 6 menentukan bahwa Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS; dan 

b. PPPK.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan :

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai daerah perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.

Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam usaha mewujudkan Pembangunan Nasional, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu diberikan pembinaan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Pelaksanaan sistem ini sudah barang tentu tidak mungkin dilaksanakan secara sekaligus, diperlukan waktu untuk melaksanakan secara berangsur-angsur, sehingga pada waktunya nanti sistem pembinaan yang dikehendaki dapat tercapai secara baik.

Diadakannnya pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, diharapkan adanya peningkatan pengabdian kepada Negara dan pemerintah. 

Memperhatikan  mencapai tujuan Pembangunan Nasional yang semakin berkembang pesat, tidak cukup hanya dengan modal pengabdian saja yang dituntut kepada Pegawai Negeri Sipil tetapi juga mutlak dibutuhkan peningkatan kerja agar Pegawai Negeri Sipil dapat berperan lebih sempurna dalam mengemban tugas sebagai pelaksana Pembangunan Nasional, mengingat dalam Negara berkembang suatu masalah yang masih harus dipecahkan adalah kurangnya keterampilan (skill) dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri. 

Untuk meningkatkan keterampilan (skill) Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satu upaya yang perlu ditingkatkan adalah pendidikan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut, dengan pendidikan yang memadai dapat mengikuti kompetensi dibidang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Abdi Masyarakat dan Negara. Pergeseran paradigma dari konsep kecakapan menjadi kompetensi telah menimbulkan implikasi strategis yang sangat positif bagi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  Dengan demikian kompetensi merupakan faktor mendasar yang perlu dimiliki seseorang, sehingga mempunyai kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa.
Peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat pengabdian dan penyesuaian ijazah yang diperoleh. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijelaskan Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan terhadap Negara. selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
Untuk meningkatkan sistem pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)  tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara wajar, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Daerah. Setelah menyelesaikan tugas belajarnya yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas Pembangunan dengan kemampuan yang lebih tinggi. 
Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu instansi Pemerintah disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sri Hartanti menyatakan bahwa: 

Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, semestinya diberikan pangkat atau jabatan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau akta yang diperolehnya dari tugas belajar atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diberikan penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan STTB atau akta yang diperolehnya.

Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)  merinci kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sebelas macam, salah satu diantaranya adalah kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah banyak menimbulkan masalah. 
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 menentukan bahwa : ” Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Akta dapat dinaikkan pangkatnya. Dengan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat bila dibandingkan dengan kenaikan pangkat biasa”. 
Meskipun Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 menentukan secara tegas bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Akta dapat dinaikkan pangkatnya, dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan apabila : 

a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan

e. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) menentukan : 

(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang :

a. Melakukan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan

b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 

Pasal 7 menegaskan :
Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

(1) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan

(2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Antara Pasal 6 ayat (2) dengan Pasal 7 ayat (a) kelihatan adanya konflik norma, disatu pihak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir bisa naik pangkat, tapi di pihak lain ada pembatasan yakni tidak boleh melampaui pangkat atasannya.
Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b dijelaskan : 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan atau diperbantukan berdasarkan ketentuan Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, atau badan internasional dan badan swasta yang ditentukan.
Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dibatasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama dalam penugasan/perbantuan.
Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tersebut di atas, paling tidak dapat dilihat adanya dua (2) konflik norma hukum dalam kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pertama, peraturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksud diberikan sepanjang tidak melampui pangkat atasan langsungnya. Jika pangkat atasan langsungnya hanya setingkat lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut berarti pegawai tersebut hanya bisa naik pangkat 1 (satu) kali saja sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut pangkatnya akan terhambat selama atasannya belum naik pangkatnya. 

Kedua, 
jika dilihat dari Pasal 6, bahwa kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

Ini mengisyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat naik pangkat setiap empat tahun sekali asal prestasinya baik, namun disatu sisi adanya konflik norma yakni pembatasan tidak boleh melampaui pangkat atasannya. Ini menandakan adanya konflik norma. Berdasarkan hal inilah perlu diadakan penelitian dalam bentuk tesis.
Dengan adanya pembatasan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti tersebut di atas dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana dikatakan oleh Nurul Qamar bahwa :

Dalam negara yang menganut prinsip Rule of Law seperti negara yang tunduk dalam sistem hukum Angloxaxon maupun negara yang menganut prinsip Rechtsstaat dalam sistem Eropa Kontinental, menempatkan perlindungan HAM dan prinsip persamaan sebagai hal mendasar yang harus dilindungi negara. Kewajiban tersebut antara lain pertama; Perlindungan tersebut berkaitan dengan tindakan-tindakan nyata pemerintah dalam arti luas agar tidak melanggar hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi maupun undang-undang organik bertujuan; membatasi pemerintah agar tidak melanggar hak asasi manusia, membatasi sekelompok orang, badan hukum perdata agar tidak melanggar hak asasi seseorang dan membatasi individu atau perorangan agar tidak melanggar hak asasi orang lain.

Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi maupun undang-undang pada hakekatnya tidak hanya untuk membatasi pemerintah agar tidak melanggar HAM warga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seperti contoh bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh kenaikan pangkatnya melampaui pangkat atasannya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 13 dan 6 memuat konsep-konsep tentang pengertian Hak Asasi Manusia, diskriminasi dan pelanggaran HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Diskriminasi adalah 
Setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembelaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan poltik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku seperti membatasi prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh melampaui atasannya dengan cara membatasi pangkat bawahan yang bersangkutan.
Secara konstitusional dan yuridis baik menurut hukum positif maupun menurut instrumen internasional sebetulnya pengaturan perlindungan HAM di Indonesia sudah cukup memadai. Namun semuanya dikembalikan kepada kemauan politik atau political will pemerintah agar dalam menjalankan fungsinya baik dalam fungsi pelayanan umum maupun pembentukan peraturan perundang-undangan senantiasa tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dideklarasikannya Universal Declaration of Human Right merupakan bukti, betapa masyarakat dunia sadar bahwa umat manusia entah secara individu atau kelompok, memiliki hak-hak dasar untuk hidup bebas, damai dan mendapatkan perlakuan secara adil. Dideklarasikannya piagam Hak Asasi Manusia, membuktikan bahwa masyarakat dunia menghendaki agar keadilan dibangun di tengah masyarakat umat manusia sebab keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.
Konteks Indonesia, sebelum deklarasi piagam Hak Asasi Manusia tahun 1948, soal hak asasi manusia sudah ditempatkan dalam perangkat perundang-undangan, bahkan Undang-Undang Dasar, meskipun tidak secara terang-terangan menyebutkan kalimat ”Hak Asasi Manusia”. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan UUD Pasal 26 mengatur hak atas kewarganegaraan Pasal 27 ayat (2) tentang persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia atas pekerjaan, Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul bagi semua warga negara, Pasal 19 ayat (2) tentang hak setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 31 tentang hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan.
Ketika Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS tahun 1949. Hak Asasi Manusia pun diatur dalam Bagian V yang berjudul ’hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia’ terdiri dari 27 pasal mulai pasal 7 sampai pasal 33. Demikian juga dalam UUDS tahun 1950 soal Hak Asasi Manusia diatur lebih lengkap pada bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari Pasal 7 sampai Pasal 33. Dalam UUDS ini pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur pada Bagian VI tentang Azas-Azas Dasar, sebanyak 8 pasal, dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 43.
Ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, dimana mengharuskan adanya amandemen UUD 1945, pengaturan Hak Asasi Manusia pun ditegaskan pada perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. HAM diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, mulai Pasal 28A sampai dengan 28. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia. Seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai yang sangat penting.
Betapa pentingnya Hak Asasi Manusia maka untuk mempertegas jaminan atas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dibentuk lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan amanat Tap MPR No. VII Tahun 1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada 23 September 1999. Dalam dimensi penegakan hukum, beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia diselesaikan melalui lembaga peradilan HAM sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang disahkan pada 26 November 2000.
Adapun beberapa konsep HAM dimaksud diantaranya: 

a. Menurut Leach Levin bahwa konsep HAM ada dua konsepsi yaitu: 

1. Natural Right (hak alamiah atau hak moral) yakni HAM tidak bisa dipisahkan dan dicabut. Karena merupakan hak manusia karena ia seorang manusia, maka kewajiban oleh negara menjaga martabat setiap manusia. 

2. Hak menurut hukum, hak-hak individu menurut hukum dibentuk melalui proses pembentukan oleh negara, maka hukum diciptakan untuk melindungi hak-hak setiap orang. 

b. Piagam Perjanjian Yang Agung (Magna Charta) Tahun 1215 “Bahwa tersurat salah satunya adanya larangan bagi polisi, jaksa tidak boleh menuduh dan menuntut seseorang tanpa saksi yang dapat dipercaya, serta melarang penahanan penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.” 

c. Natural Rights (Hak-Hak Alamiah) dan Konsep John Locke (1632-1704) “bahwa negara harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak individu, kepentingan negara atas dasar alasan apapun tidak bisa menghilangkan hak-hak individu, bahwa setiap manusia atau individu mempunyai hak-hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat”. 

Konsep natural right inilah yang melahirkan hak-hak sipil dan politik, sebagai pembela dan pelindung hak-hak sipil sebagai pelaku individu, salah satunya hak kebebasan setiap orang, tidak dapat dipaksa oleh siapapun termasuk oleh negara. (Satriana, 2018)
Sejak ditetapkannya UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, bangsa kita telah mengatur hak-hak asasi manusia Indonesia secara hukum. Logisnya, pelanggaran hak asasi manusia seharusnya tidak terjadi di bumi Indonesia yang sudah mengatur hak-hak rakyatnya dalam perangkat perundang-undangan. Kenyataan pahit adalah, hampir sepanjang usia Indonesia merdeka, pelanggaran hak asasi manusia, baik dilakukan oleh individu, kelompok atau golongan serta penguasa dan perangkat-perangkatnya tak terelakkan. Ini kenyataan yang memilukan.
Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil?

2. Apakah kendala-kendala dalam kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penyesuaian Ijazah(Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil)sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara khusus penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengatahui pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam praktik hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini didukung dengan metode yuridis historis, yaitu dilaksanakan pengkajian terhadap pengaturan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil berdasarkan penyesusian ijazah dan kendala yuridis kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah.

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah:
1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum
. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Selanjutnya teknik pengumpulan bahanhukum ini dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis buku atau literature-literatur, ketentuan perundang-undangan, makalah-makalah, majalah-majalah, ataupun informasi dalam bentuk lain seperti yang diperoleh dari internet, yang berhubungan erat dengan obyek kajian atau materi penelitian, kemudian dilakukan pencatatan dan pengutipan bagian-bagian yang penting. 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   
Hubungan Formasi dengan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Penyesuaian Ijazah 

Formasi merupakan persyaratan yang sangat menentukan diterima atau tidaknya pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena didalam suatu organisasi pemerintah pangkat diatur dalam formasi agar tetap terpeliharanya piramida kepangkatan.
 Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan : Jabatan ASN terdiri atas a) Jabatan Administrasi, b) Jabatan Fungsional, c) Jabatan Pimpinan Tinggi. Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri yang diperlukan ditetapkan dengan formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban bekerja yang harus dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan yang dimaksud dengan formasi adalah: Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan oleh satu satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.

Penyusunan formasi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

a. Dasar penyusunan formasi

Pada umumnya dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan formasi adalah :

1) Jenis pekerjaan

Macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2) Sifat pekerjaan

Sifat pekerjaan dalam menyusun formasi dihitung dari sudut waktu, pemutusan perhatian, dan resiko mengerjakannya.
3) Perkiraan beban kerja

Perkiraan frekwensi kegiatan rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu.
4) Perkiraan kapasitas pegawai

Perkiraan terhadap kemampuan rata-rata seorang pegawai dalam melaksanakan jenis pekerjaan dalam waktu tertentu.
Formasi disusun oleh Departemen-Departemen termasuk Direktorat Jendral maupun instansi di bawah lingkungannya serta oleh Lembaga Non Departemen. Formasi diajukan ke Departemen melalui Biro Kepegawaian. Kepala Biro Kepegawaian menuangkan kedalam unsur formasi secara keseluruhan untuk dimintakan persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Formasi yang telah mendapat persetujuan dibagi masing-masing Departemen atau Lembaga Non Departemen untuk dikaitkan dengan usul yang diajukan menurut pendidikan dan kwalifikasinya.


Formasi dalam kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penyesuaian ijazah memegang peranan penting, jika formasi tidak mengijinkan, diperolehnya ijazah yang menunjang beban tugas ditempat bekerja serta daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai rata-rata baik, kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah tidak dapat diberikan. Dalam praktek kepegawaian dapat ditemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar atau akta yang lebih tinggi, jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah.

Diantara jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan yang memperoleh kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah dipertimbangkan berdasarkan daftar Urut Kepangkatan, agar kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan secara obyektif. Dalam daftar urut kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut siapa yang lebih diutamakan kenaikan pangkatnya jika jumlah pegawai yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia. Ukuran-ukuran tersebut adalah pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia.

a. Pangkat


Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama, maka dari antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

b. Jabatan

1. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, maka dari antara mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

2. Apabila tingkat jabatan sama juga, maka dari antara mereka yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatnya itu, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepegawaian.

c. Masa Kerja

1. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama dan memangku jabatan yang sama maka dari antara mereka memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

2. Masa kerja yang diperhitungkan dalam Daftar Urut Kepangkatan, masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji.

d. Latihan Jabatan

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

e. Pendidikan

1. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama dan lulus dari latihan jabatan yang sama, maka dari antara mereka yang lulus dari pendidikan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

2. Tingkat Ijazah/Akta/Diplomat/STTB yang diperoleh dari suatu pendidikan yang digunakan sebagai dasar dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila tingkat pendidikan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.
f.   Usia

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, dan lulus dari latihan jabatan yang sama, lulus dari pendidikan yang sama, maka dari antara mereka yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan lebih tinggi haruslah dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya seperti syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman maka haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang.

3.2 Kendala-kendala Yang Dapat Dijumpai Dalam Kenaikan Pangkat Melalui Penyesuaian Ijazah


Kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah banyak kendala-kendala yang dihadapi antara   lain :

a.      Ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan job kerja yang ditempati oleh pegawai yang bersangkutan seperti contoh : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di bagian keuangan memperoleh ijazah Sarjana Pendidikan.
b.      Tidak tersedianya formasi. Formasi yang ada tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang telah memperoleh kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah.

c.      Tidak dimilikinya ijin belajar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memperoleh kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah.

d.       Belum dipenuhinya masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipertimbangkan kenaikan Pangkat sebagai penyesuaian ijazahnya adalah :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyesuaikan ijazah dalam kenaikan pangkat dari golongan Ia menuju golongan IIa harus mempunyai masa kerja 6 tahun termasuk Surat Keputusan Calon Pegawai;

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyesuaikan ijazah dalam kenaikan pangkat dari golongan Ib menuju golongan IIb harus mempunyai masa kerja 6 tahun termasuk Surat Keputusan Calon Pegawai;

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyesuaikan ijazah dalam kenaikan pangkat dari golongan IIa menuju golongan IIIa harus mempunyai masa kerja 4 tahun terhitung mulai tanggal pangkat terakhir;

4. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyesuaikan ijazah dalam kenaikan pangkat dari golongan IIb menuju golongan IIIa harus masa kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal pangkat terakhir.

Dengan demikian teori kepastian hukum dapat dipakai membedah masalah ke 2 yaitu kendala-kendala yang dijumpai dalam kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah hendaknya melihat kenyataan yang dialami Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dalam memperoleh ijazah sangat sulit dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagai abdi negara, dengan meningkatnya kesejahteraan mereka sekaligus meningkatkan taraf hidup dari pegawai dan kalangannya. 

4.PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan penyesuaian ijazah, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi daripada ijazah yang dipergunakan sewaktu melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai contoh calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berijazah SMA/SLTA, dengan pangkat/golongan II/a, setelah + 5 tahun kerja memperoleh ijazah S1, kalau disesuaikan ijazahnya menjadilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut pangkat/golongan III/a. jika seperti contoh tersebut dilaksanakan niscaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terangsang atau termotifasi untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi kalau masih berpedoman pada bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh melebihi pangkat atasannya, hal ini akan membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) enggan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Ada beberapa kendala-kendala dalam kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain : pangkat atasan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus minimal setingkat lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, masa kerja dalam tempat tersebut minimal 2 (dua) tahun dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, harus mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, serta setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir). Jika kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir, walaupun pangkat atasannya lebih rendah atau sejajar dengan bawahannya karena adanya kenaikan pangkat dari penyesuaian ijazah tidak perlu dipermasalahkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mau meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih banyak.
4.2Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebaiknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri, hendaknya pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencari terobosan agar penyesuaian ijazah tidak menemui kendala.

2. Hendaknya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hendaknya menyesuaikan dengan formasi yang tersedia pada instansi tempat bekerjanya sehingga kelak memperoeh ijazah tidak menemui kendala dalam penyesuaian ijazah. Misalnya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Biro Hukum hendaknya kuliah di Fakultas Hukum.
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